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Abstract. Violence against women remains a serious issue in Indonesia despite the existence of Law Number 23
of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (KDRT). This study aims to evaluate the effectiveness of the
implementation of this law in reducing violence against women and to identify the barriers in its implementation.
The research method used is a normative legal approach, focusing on the analysis of relevant regulations and
related policies. The findings show that although legal awareness has increased, many women victims of violence
are still hindered by social and cultural factors in reporting the incidents. Institutional factors, such as limited
resources in law enforcement agencies, also affect the effectiveness of protection. The implication of this research
is the importance of a thorough evaluation of existing policies and the need to improve the capacity of law
enforcement agencies to handle cases of violence against women more effectively.
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Abstrak. Kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah serius di Indonesia meskipun telah ada Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini
bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi undang-undang tersebut dalam mengurangi kekerasan
terhadap perempuan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam penerapannya. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, yang fokus pada analisis terhadap peraturan
perundang-undangan dan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kesadaran hukum
telah meningkat, banyak perempuan korban kekerasan masih merasa terhambat oleh faktor sosial dan budaya
untuk melaporkan kejadian tersebut. Faktor kelembagaan, seperti terbatasnya sumber daya pada lembaga penegak
hukum, juga turut memengaruhi efektivitas perlindungan. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya evaluasi
mendalam terhadap kebijakan yang ada serta perlunya peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum untuk
menangani kasus kekerasan terhadap perempuan secara lebih efektif.

Kata kunci: undang-Undang Perlindungan, Hak Asasi Perempuan, Kekerasan Perempuan

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan terhadap perempuan adalah isu serius yang tidak hanya mengancam
keselamatan fisik dan mental, tetapi juga merusak martabat dan hak asasi manusia. Dalam
konteks Indonesia, meskipun telah ada berbagai regulasi yang bertujuan untuk melindungi
perempuan dari kekerasan, data yang ada menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan
masih sering terjadi (Handayani, L. 2021). Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
harapan hukum dan kenyataan di lapangan. Salah satu peraturan utama yang diharapkan dapat
memberikan perlindungan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Meskipun undang-undang ini telah
diberlakukan lebih dari satu dekade, implementasi dan efektivitasnya dalam mengurangi kasus

kekerasan terhadap perempuan masih menjadi bahan perdebatan. Berbagai faktor, mulai dari
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ketidakpahaman masyarakat, lemahnya penegakan hukum, hingga norma sosial yang masih
patriarkal, turut mempengaruhi efektivitas undang-undang tersebut (Arifianto, R. 2021). Oleh
karena itu, penting untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas
peraturan ini dalam menangani kekerasan terhadap perempuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan
perlindungan terhadap perempuan, namun masih terdapat banyak celah dalam implementasi
kebijakan tersebut. Misalnya, meskipun ada peningkatan kesadaran hukum, banyak perempuan
yang menjadi korban kekerasan masih merasa takut atau malu untuk melaporkan kejadian yang
mereka alami. Sering kali, hambatan budaya dan norma sosial menghalangi korban untuk
mendapatkan akses yang layak terhadap sistem hukum. Selain itu, lembaga-lembaga yang
seharusnya melindungi hak perempuan juga kerap kali kekurangan sumber daya atau memiliki
keterbatasan dalam hal kapasitas untuk menangani kasus-kasus tersebut secara efektif. Hal ini
menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan dan undang-undang yang ada agar lebih
sesuai dengan kebutuhan korban dan lebih efektif dalam mencegah serta menangani kekerasan
terhadap perempuan(Sari, M.A. 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam
mengurangi dan menangani kekerasan terhadap perempuan di Indonesia (Ramadhani, F. 2023).
Selain itu, penelitian ini juga akan menilai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam
implementasi peraturan tersebut, serta peran lembaga-lembaga terkait dalam memberikan
perlindungan kepada perempuan korban kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperbaiki kebijakan
perlindungan hak perempuan, terutama dalam hal kekerasan dalam rumah tangga.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya untuk mengidentifikasi gap antara regulasi
yang ada dan kenyataan di lapangan, serta mengkaji faktor-faktor yang menghambat penerapan
undang-undang tersebut secara efektif. Meskipun sudah ada sejumlah penelitian yang
membahas topik ini, kebanyakan dari mereka lebih fokus pada aspek legal tanpa
memperhatikan perspektif implementasi di lapangan secara mendalam.(Al-Ma’Arij, Tamrin,
and Putri 2023) Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor sosial, budaya, dan
kelembagaan yang berperan dalam mempengaruhi efektivitas undang-undang tersebut. Dengan
demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk
perbaikan kebijakan hukum yang ada, serta memperkuat perlindungan terhadap perempuan di
Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisis yang komprehensif

mengenai efektivitas undang-undang perlindungan hak asasi perempuan, khususnya dalam
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menangani kekerasan terhadap perempuan, dan mengidentifikasi kendala-kendala yang

dihadapi dalam implementasinya.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan hak asasi perempuan, khususnya dalam konteks kekerasan terhadap
perempuan, merupakan isu yang sangat penting dalam kajian hukum dan sosial. Sejumlah teori
dapat digunakan untuk memahami kerangka hukum yang ada serta mengidentifikasi faktor-
faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan dan peraturan perlindungan hak
perempuan. Dalam Kajian ini, teori-teori mengenai hak asasi manusia, teori hukum feminis,
dan teori implementasi kebijakan akan dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis
efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam mengatasi kekerasan
terhadap perempuan di Indonesia(Lestari, A.P., & Mustofa, H. 2022).

Teori pertama yang relevan adalah teori hak asasi manusia. Teori ini berfokus pada
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu, tanpa memandang
gender, ras, atau status sosial. Dalam konteks penelitian ini, teori hak asasi manusia dapat
digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dan undang-undang yang ada memenuhi
kewajiban negara untuk melindungi hak perempuan dari kekerasan. Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) diharapkan
menjadi instrumen yang efektif dalam menjamin hak perempuan atas keselamatan dan
perlindungan dari kekerasan. Teori ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan terhadap hak-
hak perempuan yang harus dilindungi oleh negara melalui berbagai kebijakan dan
implementasi hukum yang adil.

Teori hukum feminis juga sangat relevan untuk penelitian ini, karena Hukum feminis
mengkaji bagaimana struktur hukum sering kali menguntungkan pihak-pihak yang memiliki
kekuasaan, terutama dalam konteks patriarki, yang cenderung mengabaikan atau merugikan
perempuan. Teori ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana sistem hukum,
meskipun telah ada undang-undang yang dirancang untuk melindungi perempuan, sering kali
gagal dalam memberikan perlindungan yang efektif akibat norma-norma sosial yang masih
patriarkal. Hukum feminis juga dapat digunakan untuk memahami bagaimana perempuan
sering kali terhambat dalam mengakses perlindungan hukum yang mereka butuhkan, baik
karena ketakutan akan stigma sosial, ketidakpahaman tentang hak-hak mereka, atau karena
keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum(Darmawati, E., & Wijaya, P. 2023).

Selain itu, teori implementasi kebijakan juga sangat penting dalam penelitian ini, karena

mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan dan undang-undang di
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lapangan. Teori ini berfokus pada bagaimana kebijakan yang telah dirancang dan disahkan
dapat diterjemahkan dan dilaksanakan dalam praktek. Ada banyak faktor yang dapat
mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan perempuan, termasuk ketersediaan
sumber daya, kemampuan lembaga penegak hukum, serta dukungan masyarakat terhadap
perlindungan hak perempuan(Fadhila, A. 2022). Dalam hal ini, teori implementasi kebijakan
dapat membantu menganalisis hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan Undang-
Undang Penghapusan KDRT di Indonesia, serta sejaun mana kebijakan tersebut dapat
dijalankan secara efektif di tingkat lokal.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga memberikan gambaran yang berguna bagi kajian
ini. Sejumlah studi menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
telah disahkan lebih dari satu dekade yang lalu, namun implementasinya masih menghadapi
berbagai kendala, terutama terkait dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak
perempuan, serta hambatan struktural dalam lembaga penegak hukum. Beberapa penelitian
juga menyoroti rendahnya angka laporan kekerasan terhadap perempuan, yang seringkali
disebabkan oleh faktor ketakutan atau rasa malu dari korban, serta kekhawatiran mereka
terhadap reaksi sosial dan keluarga. Penelitian-penelitian ini memberikan wawasan yang
berguna untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan
terhadap perempuan di Indonesia. Dengan menggabungkan teori-teori tersebut dan merujuk
pada penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam efektivitas
Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap
perempuan di Indonesia, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi

penerapan kebijakan ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang merupakan pendekatan
penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam
perundang-undangan maupun dalam praktek hukum di masyarakat. Pendekatan ini digunakan
untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan dalam
mengatasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dalam pendekatan hukum normatif,
penelitian ini akan mengkaji secara mendalam teks-teks hukum yang relevan, termasuk
undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan kebijakan yang berkaitan
dengan perlindungan perempuan. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek kajian adalah
peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
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Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan hak

perempuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dasar Hukum Perlindungan Hak Perempuan di Indonesia

Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan Yyang
dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi perempuan, yang mencakup berbagai aspek
kehidupan mulai dari perlindungan dari kekerasan, hak atas kesejahteraan, hingga hak atas
partisipasi dalam berbagai sektor kehidupan. Beberapa undang-undang yang menjadi landasan
perlindungan hak perempuan antara lain adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). UU No. 39/1999 tentang HAM sangat penting
karena mengatur hak-hak dasar setiap individu, termasuk perempuan, untuk hidup bebas dari
diskriminasi dan kekerasan, serta memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki hak untuk
mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil(Arifianto, R. 2021). Undang-
Undang ini merupakan dasar hukum yang mengakui eksistensi perempuan sebagai individu
yang harus dilindungi hak-haknya, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik.

Sementara itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (KDRT) berfokus pada pemberantasan kekerasan yang sering dialami
oleh perempuan dalam lingkup rumah tangga. UU ini secara spesifik mengatur mengenai hak-
hak perempuan sebagai korban kekerasan fisik, psikologis, dan seksual dalam rumah tangga.
Salah satu fokus utama dari UU ini adalah untuk memberikan perlindungan yang komprehensif
bagi perempuan yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, melalui berbagai
mekanisme hukum yang melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian,
kejaksaan, dan pengadilan. Di samping itu, undang-undang ini juga mengatur langkah-langkah
pencegahan, rehabilitasi korban, serta hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan
hukum dan sosial. UU No. 23/2004 memberikan sinyal penting bahwa negara serius dalam
melindungi perempuan, terutama dalam konteks kekerasan domestik yang seringkali terjadi
secara tersembunyi dan sulit untuk dilaporkan (Budiarti, N. 2020).

Namun, meskipun secara teoritis peraturan-peraturan tersebut memberikan
perlindungan hukum yang cukup kuat bagi perempuan, implementasi di lapangan masih
menemui berbagai kendala yang tidak bisa diabaikan. Dalam praktiknya, meskipun pasal-pasal
yang mengatur perlindungan bagi korban kekerasan sudah ada dalam UU No. 23/2004, banyak

perempuan korban kekerasan yang masih enggan melapor kepada pihak berwenang. Salah satu
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alasan utama di balik fenomena ini adalah faktor sosial budaya yang masih mengakar dalam
masyarakat. Di beberapa daerah, perempuan yang melaporkan kekerasan dalam rumah tangga
masih sering mendapatkan stigma negatif, bahkan dianggap tidak setia pada suami atau
keluarga, yang menghambat mereka untuk mencari keadilan. Faktor lain yang mempengaruhi
rendahnya tingkat pelaporan adalah kurangnya pemahaman tentang hak-hak yang dimiliki oleh
korban kekerasan. Banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak
untuk mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan dari negara, akibat kurangnya informasi
atau edukasi tentang hak-hak tersebut.( Hidayat, S. 2021)

Lebih jauh lagi, meskipun adanya Undang-Undang yang memberi landasan hukum,
penerapan undang-undang tersebut juga terkendala oleh ketidakmerataan dalam hal akses
terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga pendukung lainnya. Di beberapa daerah
terpencil, misalnya, akses terhadap pengadilan atau tempat perlindungan bagi perempuan
korban kekerasan sangat terbatas(Kurniawati, M., & Rachmawati, S. 2022). Selain itu,
pelaksanaan pengawasan terhadap implementasi hukum ini juga masih dirasa kurang optimal,
sehingga sejumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang seharusnya mendapatkan
perhatian lebih seringkali tidak ditangani dengan serius atau bahkan dibiarkan begitu saja.
meskipun Indonesia telah memiliki berbagai dasar hukum yang memadai untuk melindungi
hak-hak perempuan, tantangan yang dihadapi dalam hal implementasi di lapangan masih
sangat besar.

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan di Indonesia

Penerapan undang-undang perlindungan hak perempuan di Indonesia melibatkan
berbagai lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjalankan mandat hukum yang
ditetapkan oleh negara. Lembaga-lembaga ini, baik yang bersifat pemerintah maupun non-
pemerintah, berfungsi sebagai institusi yang saling berkolaborasi dalam memastikan
terlaksananya perlindungan terhadap hak-hak perempuan, khususnya dalam konteks
kekerasan. Komnas Perempuan, sebagai lembaga independen yang memiliki mandat untuk
mengawasi pemenuhan hak-hak perempuan, memiliki peran sentral dalam memantau dan
mengevaluasi kebijakan serta pelaksanaan hukum terkait perlindungan perempuan. Lembaga
ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberikan
advokasi dan mendampingi korban kekerasan agar memperoleh perlindungan hukum yang
optimal.

Di sisi lain, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki tanggung jawab besar
dalam menindaklanjuti laporan kasus kekerasan terhadap perempuan, yang mencakup

penyelidikan, pengumpulan bukti, serta penuntutan terhadap pelaku kekerasan. Tugas Polri ini
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sangat vital dalam memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap keadilan serta

pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat keseriusan tindak kekerasan yang terjadi. Selain
itu, lembaga peradilan, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi,
memegang peranan yang tak kalah penting dalam memberikan keputusan hukum yang adil dan
sesuai dengan prinsip keadilan gender. Pengadilan berfungsi sebagai institusi yang mengadili
kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi,
dan pelaku kekerasan menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan yang
berlaku(Mahendra, 1. 2020).

Namun, meskipun berbagai lembaga ini terlibat dalam implementasi perlindungan
hukum bagi perempuan, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya sangat kompleks.
Salah satu masalah utama yang muncul adalah kesenjangan antara regulasi yang ada dan
pelaksanaannya di tingkat masyarakat. Meskipun undang-undang yang mengatur hak
perempuan sudah ada, banyak masyarakat, terutama di daerah-daerah tertentu, masih belum
sepenuhnya memahami dan menyadari hak-hak yang dimiliki oleh perempuan, termasuk hak
untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Dalam banyak kasus, norma sosial yang
berlaku di masyarakat seringkali menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai masalah
pribadi yang seharusnya diselesaikan di dalam keluarga, bukan sebagai masalah hukum yang
harus ditangani oleh aparat penegak hukum. Pandangan semacam ini memperburuk situasi,
karena korban kekerasan cenderung enggan melapor akibat rasa malu atau takut akan
stigmatisasi dari lingkungan sosialnya(Ratnasari, A., & Anggraeni, D. 2023).

Selain itu, terdapat pula kendala dalam hal sumber daya manusia yang terlatih di
lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga sosial terkait. Banyak petugas kepolisian,
jaksa, atau hakim yang belum sepenuhnya terlatih dalam menangani kasus kekerasan terhadap
perempuan dengan perspektif gender yang sensitif. Ketidaksiapan ini dapat menyebabkan
penanganan kasus yang tidak optimal, bahkan dalam beberapa kasus dapat memperburuk
keadaan korban dengan adanya kekeliruan dalam prosedur hukum atau ketidakmampuan untuk
memberikan perlindungan yang memadai. Terlebih lagi, di beberapa daerah, terbatasnya
fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan hukum, seperti tempat perlindungan
bagi perempuan korban kekerasan, semakin memperburuk kesulitan dalam memastikan bahwa
perempuan yang menjadi korban mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan(Santosa,
A. 2021).

Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang yang cukup
komprehensif untuk melindungi hak perempuan, tantangan-tantangan besar dalam

implementasi hukum ini tetap menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius.
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Diperlukan upaya peningkatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam perlindungan
perempuan, termasuk pelatihan yang lebih spesifik bagi petugas penegak hukum, serta
peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak perempuan. Selain
itu, kebijakan yang lebih integratif dan berorientasi pada pemberdayaan korban sangat penting
agar implementasi hukum tidak hanya berhenti pada tingkat regulasi, tetapi juga menciptakan
perubahan signifikan di masyarakat dalam melindungi hak perempuan dari kekerasan.
Evaluasi Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Perempuan

Evaluasi terhadap efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan di
Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, mengingat banyaknya faktor yang
memengaruhi implementasinya di lapangan(Sulaiman, F., & Mulyadi, A. 2022). Salah satu
indikator utama yang digunakan untuk menilai efektivitas UU ini adalah angka kekerasan
terhadap perempuan, baik yang tercatat dalam data resmi maupun yang tidak tercatat.
Meskipun UU ini telah diterapkan selama lebih dari satu dekade, angka kekerasan terhadap
perempuan, terutama yang terjadi di ranah domestik, tidak menunjukkan penurunan yang
signifikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik lembaga pemerintah
maupun lembaga non-pemerintah, masih tercatat sejumlah besar kasus kekerasan terhadap
perempuan yang mengalami peningkatan, atau setidaknya tidak mengalami penurunan
substansial. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun regulasi hukum telah tersedia, tantangan
dalam pengimplementasiannya masih sangat besar dan membutuhkan evaluasi mendalam.

Salah satu alasan utama yang menjadi penghambat efektivitas hukum ini adalah
minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak korban kekerasan, baik di
perkotaan maupun pedesaan, yang tidak melaporkan tindakan kekerasan yang mereka alami,
baik karena ketakutan akan stigma sosial, kekhawatiran akan memburuknya hubungan
keluarga, atau karena mereka tidak memahami hak-hak hukum yang mereka miliki. Fenomena
ini semakin diperburuk dengan adanya ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk
mengakses informasi mengenai perlindungan hukum yang tersedia, baik karena keterbatasan
sarana informasi maupun karena rendahnya tingkat pendidikan hukum yang dimiliki oleh
sebagian besar masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih belum terjangkau oleh
berbagai program pendidikan hukum.

Selain itu, faktor lain yang menghambat efektivitas undang-undang ini adalah
lemahnya koordinasi antar lembaga negara yang seharusnya terlibat dalam proses perlindungan
hak perempuan. Lembaga-lembaga seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga perlindungan
perempuan seringkali bekerja dalam silo, tanpa adanya sinergi yang efektif dalam menangani

kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Ketidaksesuaian dalam prosedur, kurangnya alur
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koordinasi yang jelas, dan rendahnya kapasitas lembaga-lembaga ini dalam menjalankan

mandat mereka menyebabkan proses perlindungan menjadi tidak optimal. Selain itu, meskipun
hukuman yang ada dalam undang-undang sudah diatur dengan jelas, penerapannya di lapangan
masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari lambatnya proses hukum hingga
ketidaksesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan tingkat keparahan tindak kekerasan
yang terjadi.

Penelitian ini sejalan dengan berbagai studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa
meskipun keberadaan undang-undang memberikan landasan hukum yang jelas, penerapannya
di lapangan masih menemui berbagai hambatan yang substansial. Hasil penelitian sebelumnya,
termasuk penelitian yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat dan organisasi
internasional, menunjukkan bahwa meskipun telah ada kemajuan dalam hal kebijakan dan
peraturan, implementasi yang kurang efektif masih menjadi masalah yang besar. Beberapa
penelitian bahkan menyoroti bahwa meskipun ada keinginan politik untuk mengurangi
kekerasan terhadap perempuan, implementasi di lapangan sering kali terhambat oleh faktor
struktural, seperti budaya patriarki, ketidakpedulian aparat penegak hukum, dan kesenjangan
antara peraturan yang ada dan kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah
memiliki undang-undang yang jelas mengenai perlindungan hak perempuan, efektivitas
undang-undang tersebut dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan masih
terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk mencapai tujuan hukum yang optimal,
diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan strategis. Peningkatan kesadaran hukum di
kalangan masyarakat, penguatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta perbaikan
koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam proses perlindungan perempuan menjadi
langkah-langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang perlindungan
hak perempuan benar-benar dapat menurunkan angka kekerasan dan memberikan

perlindungan yang lebih efektif kepada perempuan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum yang cukup untuk melindungi hak-
hak perempuan, namun tantangan dalam penerapan undang-undang perlindungan perempuan
masih sangat besar. Meskipun terdapat regulasi yang jelas, seperti UU No. 39/1999 tentang
Hak Asasi Manusia dan UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, implementasinya di lapangan sering terhambat oleh faktor sosial budaya, kurangnya

kesadaran hukum di masyarakat, dan ketidaksiapan lembaga penegak hukum untuk bekerja
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secara terkoordinasi dan efisien. Banyak korban kekerasan, baik di daerah perkotaan maupun
pedesaan, enggan untuk melapor karena takut akan stigma sosial atau karena kurangnya
pemahaman mengenai hak-hak mereka. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas
perlindungan perempuan, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan pemahaman
hukum. Dengan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terkoordinasi, diharapkan regulasi
yang ada dapat lebih efektif dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan dan

memberikan perlindungan yang lebih baik.
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